FRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2001
TENTANG
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PRES DEN REPUBLIK INDONES A

Menimbang: a bahwa ddam rangka mewujudken tetib  pdaksanaen  fungsi-fungd
Pemerintahan Dagrah, Kepda Dagrah wagib menyampakan pegooran aas
penyedenggaraan Pemerintahan Dagrah sesua dengan ketentuan Pasd 44 ayat
(3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

b. bahwa peaporan daas penydenggaraan Pemerintéhan Daerah tersebut pada
huruf (@ dipedukan untuk mengetahui  perkembangannya dan sebagal  bahan
untuk pembinaan, pengawasan, dan pengenddian;

C. bahwa sehubungan dengan huruf (&) dan (b) terssbut di atas dan untuk
Tearsdenggaranya dsem dan prosedur lagporan secara efektif dan efisen, tertib,
menyduruh dan dgpat  dipertanggungjawabkan, perlu ditetgpkan  ketentuannya
ddam peauran pemerintah tentang pelaporan penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah;

=

Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undangundang Nomor 22 Tawun 1999 tentang Pemerintehan Daerah
(Lembaran Negaa Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerinteh Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Beash dan Bebas dai Korups, Kolud, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 75, Tambahen Lembaran Negara
Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propind sebaga Dagrah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Perauran  Pemeinteh  Nomor 108 Tahun 2000 tetang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepda Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa

Tahun 1999 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Mengingat:
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7. Peraturan  Pemerinteh Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaen dan
Pengavasan  Penyedenggaraan  Pemerintehan  Dagrah  (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 41, Tambahen Lembaran Negara
Nomor 4090);

8. Peraturan  Pemeinteh Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penydenggaraan
Dekonsentras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tuges
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELOPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1

2.

Pemerintah Pusat sdanjutnya dissbut Pemerintah, adadah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Pemerintah Daerah addah Kepada Dagrah besarta perangkat Daerah Otonom yang lain sebaga
Badan Eksekutif Daerah.

Pemerintahan Daerah addah penydenggaraan Pemerintahan Dagrah Otonom oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas desentraisas.

Penydenggaraan  Pemerintéhan  Dagrah addah  sduruh  proses  kegigdan  mangemen
pemerintehan dan pembangunan Dagrah yang mdiputi  perencanaan, penetgpan  kebijakan,
pdaksanaan,  pengorganisssan, pengawasan,  pengenddian,  Pembiayaan,  koordines,
pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya

Kepda Dagrah addah Gubernur, Bupedti, dan Walikota sébagamana dimeksud ddam Undang
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sdanjutnya disebut DPRD adaah Badan Legidatif Daerah.
Pdegporan addah proses kegigan penydenggaraan lagporan yang mdiputi Penentuan
penggunaan Sstem, prosedur, i, format, jenis, sfat, wakiu, evauag, dan tindak lanjutnya

Laporan Gubernur, Bupati, dan Wadikota addah lagporan yang disampakan kepada Presden
das kesdluruhan atau sebagaan dai kegiagan penydenggaraan Pemerintehan Dagrah  yang
diformulaskan ke ddam format dan Sstematikayang ditetgpkan.

Evduas lgporan Dagrah addah proses kegidan andiss dan penilaan terhadap Igporan
penye enggaraan Pemerintahan Daerah.

Sgem lgporan Dagrah addah sdem informes mangemen yang digunekan ddam rangka
penyusunan, evauad, dan penygian lgporan Daerah.

Sgem evduas lgporan Dagrah addah ddem informas mangemen yang digunekan ddam
rangka mengandis's dan menila lgporan Daerah sertamenygikan Hasinya

Teknologi informes addah suau saranalpiranti yang digunekan ddam pengolahan  laporan
dengan mendayagunaken keghlian  (branware), piranti  lunak  (software), pirati  keras
(heraware) yang dioperaskan dengan prosedur tertentu.
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(@) Gubernur,
Pemerintahan Daerah kepada Presden medui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2 Khusus lgporan penydenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota sebagamana
dimaksud pada aya (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

BAB 11
PELAPORAN DAN EVALUAS

Pasal 2

Bupati, dan Wadikata wagib menyampakan lgporan aas penydenggaraen

Pasal 3

(@) Lgporan Gubernur mdliputi pelaksanaan desentralisad, dekonsentrad, dan tugas pembantuan.
2 Laporan Bupai dan Waikota meiputi peaksanean desentrdisas, tuges pembantuan sarta
kebijakan peaksanaan penyed enggaraan pemerintahan desa dan atau Kelurahan.

Pasal 4

Laporan sebagamana dimaksud daam Pasd 3 wgib disampaikan:

a secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) ki dalam setahun;
b. setigp saat diperlukan sesua peraturan perundang-undangan;

C. goabiladimintaolen Presden.

Pasal 5

@ Laporan sebagamana dimaksud dalam Pasd 4 huruf aterdiri dari:
lgporan umum pemerintahan yang mdliputi:

a

1).
2).

3).
4).

5).

6).
7).
8).

Penydenggaraan koordinas pemerintahan;

Kebijakan dan pdaksanaan yang berkaitan dengan pencipteen dan pemdiharaaen
ketenteraman dan ketertiban umum;

Fedlitas penergpan dan penegekan peraturan perundang-undangan dan norma
yang berlaku;

Penydenggaraan fadlitas Kerjasama Dagrah dan penydesdan persdishan
Daerah;

Pembinaan Wilayah, yang mdiputi pengdolaan baas Daerah, Kependudukan,
caaan gpil, kehidupan bermasyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan
peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan Daerah, dan pelaksanaan pola
hubungan kerja antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktudisas
nilaFnila Pancasla sebaga dasar negara dan UUD 1945 sarta sosdisas
kebijakan-kebijakan nasiond di Dagrah;

Pemberian fadlites  penydenggaraen tuges dan  fungs  unit-unit  kerja
pemerintahan sesual dengan peraturan perundang-undangan;

Kebijaken dan pedaksanaan pemberian peayanan kepada maesyaakat bak
kuditasnya maupun kuditasnya;

Penydenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk
dalam tuges suatu ingang.

Laporan penydenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisas mdiputi:

D

penataan ruang;
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@
©)

d.
e.

f.

2 pertanian, peternakan dan perikanan;
3 ke autan;

4) energi dan sumber daya minerd;

5) kehutanan dan perkebunan;

6) perindustrian dan perdagangan;

7) perkoperasian;

8) penanaman modd;

9 kepariwisataan;

10) ketenagakerjaan;

11) kesehatan,

12)  pendidikan dan kebudayaen;
13)  s0dd;

14) pertanahan;

15 permukiman;

16) pekerjaan umum;

17)  perhubungan;

18) lingkungan hidup;

19 odahrage

20) penerangan umum;

21) keuangan Daerah;

2) adminigras kepegawaian;

2 pengelolaan asset /barang Daerah.

Kabupaten/Kota meaporkan kebijakan dan penddegasan wewenang serta pelaksanaan
tugas Kecamatan;

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan;

penyedenggaraan  pemerintehan  ddam  rangka tuges  dekonsentras,  Gubernur
megporkan penydenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah;

penyelenggaraan tugastugas pemerintahan lannya sesua dengan perauran  perundang
undangan yang berlaku.

Laporan sebagamana dimeksud pada ayat (1) dilakukan sdambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 4 huruf b terdiri dari:

a

b.

C.

ha-hd yang ddam keadaan memeksa (force mgeur) aau dipandang perlu oleh Kepda
Daerah;

Kebjakan Dagrah yang dituangkan ddam Perauran Daerah, Keputussn Kepda
Daerah, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD;

Laporan lan yang diwgibkan oleh Perauran perundang-undangan seperti  lgporan
sektord, lgporan pelaksanaan proyek, laporan pertanggungjawaban K epala Daerah.

Pasal 6

Laporan penydenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya menggambarkan hatha sebaga berikut:
dasar hukum;

kebijakan umum Pemerintah Daerah;

rencana kegiatar/program kerja dlam rangka pe aksanaan;

sasaran yang ditetapkan;

uraian pelaksanaan;

has| yang tdah dicgpa;

dampak dari peaksanaan kebijakan;

hambatan dan permasdahan daam peaksanaan;

S STQ@ 00T

jumlah dan sumber danayang dipergunakan
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Pasal 7

Menteri Ddam Negeri dan Otonomi Daerah sdambat-lanbanya 3 (tige) hai terhitung sgak
lgporan diterima wajib memberitahukan kepada Daerah bahwa lgporan telah diterima

Menteri Ddam Negeri dan Otonomi Dagrah sdambat-lanbanya ddam 7 (tujuh) hari terhitung
sgak tanggd diterimanya  lgporan  Daerah, medakukan evdues bearsama-sama  dengan
Depatemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait terhadap lagporan yang disampaikan
oleh Gubernur, Bupati, dan Wadikota

Menteri Dadam Negeri dan Otonomi Daerah sdambat-lambainya 45 (empat puluh lima) hari
terhitung sgak tanggd diterimalaporan wgjib menyampaikan hesl evauas kepada Daerah.

Untuk peleksaneen evduas sebagamana dimeksud pada aya (2) dibentuk Tim Evadues
Laporan Kepda Dagrah.

Kedudukan, tugas dan taa caa pdeksanean evduad oleh Tim Evduas sebagamana
dimaksud pada ayat (4) diatur Iebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

Hasl evduas ssbagamana dimeksud ddam Pesd 7 disampakan kepada Presden dengan
tembusan kepada Departemen Teknis'Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Hasl evduas seébagamana dimeksud pada aya (1) dijadiken seébaga bahan pertimbangan dan
adhan bag Pemeintah dan Pemeintah Dagrah ddam rangka pengambilan keputusan atau
penyusunan kebijakan sdanjutnya

BAB 111
SISTEM PELAPORAN DAN EVALUAS

Pasal 9

Laporan penydenggaraan Pemeintehan Dagrah  diléksanekan mddui  dsem  informes
pelgporan yang dapat dilakukan secaramanua dan atlau menggunakan teknologi informes.

Ddam hd keadsen yang sangat mendessk dan memerlukan penanganan yang coepat, Kepaa
Daerah dapat melgporkan secaralangsung kepada Pemerintah secara lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Pemerinteh membangun Sdem informes pelgporan dan dem informes evdued secara
khusus.

Pemerinteh Dagrah membangun sub ssem informes pegporan di Daerah yang terintegras
dengen sgem informas  pdgporan dan ddem  infformas  evduas  yang dibangun  oleh
Pemerintah.

Ddam rangka pembangunan ssem ssbagamana dimeksud pada ayat (1) den (2) Pemerintah
dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga
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Pasal 11

Pengaiuran lebih lanjut mengena peaksanaan pembangunan serta pengembangan Sstem  informes
peaporan dan ssem informes evduas lgporan Dagrah ditetgpkan oleh Menteri Ddam Negeri dan
Otonomi Daerah.

BAB 1V
PEMBIAYAAN

Pasal 12
(@) Biaya yang berkatan dengan pembangunan dan pengembangan dsem pdaporan dan evauas

penydenggaraan Pemerintéhan Dagrah  tingkat nasond  dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan BelanjaNegara

) Biaya yang bekatan dengan pembangunan dan pengembangan Sstem informes  pelgporan
penyelenggaraan  Pemerintahan Dagrah di  Proping, Kabupaien dan Kota dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Bdanja Dagrah masing-measing.

BAB V
SANKS

Pasal 13

Pemerintah dapat memberikan sanks terhadap Kepda Dagrah yang tidek meaksanakan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.
Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa
Ditetapkan di Jekarta
pedatanggd 13 Juli 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID
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Diundangkan di Jekarta
padatanggd 13 Juli 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESA
Ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 100

Sdinan sesua dengan adinya
SEKRETARIAT KABINET RI
KepadaBiro Peraturan Perundang-undangan 11

Edy Sudibyo
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2001
TENTANG
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

UMUM

Penydenggaraan Pemerintehan Dagrah addah merupakan sdah sau  bentuk  pelaksanaan
kebijaken desntrdisses dan Otonomi Daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyda,
dan bertanggung jawab. Sebaga konsskuens Otonomi Daerah tersebut  dikondruksikan  tetap
ddam dgem negaa kestuan, meka lgporan penydenggaraan Pemerintahan Daerah,

merupekan sdah sau sarana yang sangat penting, sebagal perekat hubungan hirarkis antara
Pemerintah dan Daerah.

Dengan demikian, kegidan Pemerintahan Dagrah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak
terpisahkan dengan kegiatan penydenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh.

Mengingat kedudukan dan peranen pdoporan  itu  sangat  penting, meka  laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupaken sdlah saiu kewgiban Kepda Daerah untuk
dilaksanekan, bak karena kedudukannya ssbaga pimpinan Daereh maupun ssbega pimpinen
pemerintahan daam Sstem administras negara kesatuan Republik Indonesia

Kaena ketentuan-ketentuan ini dfatnya mengaur tentang pegooran, yang menyangkut sod
gdem, prosedur, tata cara, wakiu, i9, jenis dan format sarta tindak lanjut lgporan, meka
dituangkan dalam bentuk hukum peraturan pemerintah.

Oleh karena itu pengaturan mengena peagporan tidek hanya ddam rangka penyeenggaraan
desentrdisad, tetgpi sekadigus juga mengatur laporan ddam rangka dekonsentras dan tuges

pembantuan, yang bertujuan untuk mengetahui  perkembangannya dan sebega  bahan  untuk
pembinaan, pengawasan, dan pengenddian penydenggaraan pemerintahan di Daerah.

Ddam rangka pelaksanaan Pasd 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintéhan Dagrah dan ddam upaya pemantgpan pemeintehan yang bersh  dan
berkemampuan sarta bertanggungjavab sesua Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penydenggaraan Negara yang Bersh dan Bebas dari Korups, Kolus, dan Nepotisme, serta
ddam rangka mewujudkan tetib pelaksanaan fungs-fungs Pemerintahan Dagrah, sehingga
untuk menghasilkan laporan yang akurat, dan menghadapi perkembangan ilmu  pengetahuan
dan teknologi perlu didukung dgem informed mangemen pdaporan dan Sgem  informes
evduas yang baku, aman, cepa, tepa, menyeduruh, terfokus dan berkesnambungan sehingga
menghasilkan lgporan yang akura dan memenuhi  kebutuhan penydenggaraan  pemerintahan
secaa berdaya guna dan berhasil guna serta menjadi bahan pertimbangan ddam pengambilan
keputusan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjeas
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Pasal 2
Aya (1)
Cukup jdas

Aya (2)

Tembusan  wgib  disampakan  kepada  Gubenur  disamping  karena
kedudukannya sebaga wekil Pemerintah di Dagrah yang berkewgiban untuk
mdakukan  pembineen  dan  pengawasan  terhadgp  penyedenggaraen
Pemerintahan Kabupaten/Kota sesua  dengan  perauran  perundang-undangan,
juga untuk dijadiken bahan evaduas dan saran pertimbangan kepada Pemerintah
seta aahan kepada Bupai/Wadikota mengena  hathd  tertentu  berkaitan
dengan lgporan Kabupate/K ota.

Pasal 3
Apabila tugas pembantuan secara nyata tidek disdenggarékan di Dagrah  yang
bersangkutan meka tidek perlu dilgporkan.

Pasal 4
Huruf (a)
Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kai dadam sgtahun addah
uttuk satu tahun anggaran  sekurang-kurangnya wgib  menyampakan Igporan
su kdi.
Huruf (b)
Yang dimeksud dengan setigp saat diperlukan sesua  perauran  perundang
undangan addah Kepda Dagrah wgib menyampakan lgporan setigp saat jika
Pemerintah menghendski dan sesua  dengan  perauran  perundang-undangan
serta gpabila Kepaa Daerah menganggap perlu sesuatu ha untuk dilaporkan.
Huruf (c)
Cukupjelas
Pasal 5
Ayd (1)
Huruf aangka 1 (satu)

Yang dmeksud dengan penydenggaraan  koordines  pemerintahen
addah prosss komunikes dan  interaks antar  penydenggara
pemerintahan di bidang-bidang tertentu.

Huruf aangka 2 (dua)
Yang dimaksud dengan kebijakean dan peaksanaan berkaitan dengan
penciptaan dan pemdiharaan ketenteraman dan ketertiban umum addah
arahan, pedoman, ketentuan, sasxan yang ditetgokan dan  upaya-upaya
yang tdah dan akan dilakukan Dagrah ddam menjaga, memdihara
ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf aangka 3 (tiga)
Yang dimeksud dengan feslites addah upaya untuk menciptekan
keedaan yang kondusf agar penergpan dan penegekan peraturan
perundang-undangan dan norma  yang belaku dapat  terlaksana
sebagamana mestinya.
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Huruf aangka 4 (empat)
Yang dimaksud dengen fadlites kerjasama Daerah addah upaya untuk
mendorong tersdlenggaranya  kerjasama Daerah dan  pencegshan serta
penyelesaian persdishan Daerah.

Huruf aangka 5 (lima)
Yang dimeksud dengan pembineen wilayah addah upaya pengauran
dan pendayagunaan wilayah dengan segda garanya bak fisk dan
potendnya maupun aspek non  fisk untuk  sebesar-besarnya  bagi
kesgahteraan masyarekat ddam ikatan Negaa Kesauan Republik
Indonesa(NKRI).

Huruf aangka 6 (enam)
Yang dimeksud pemberian fadlitad penydenggaraan tugas dan fungs
unit-unit kerja pemerintahan addah upayaupaya yang tdah dan akan
dilakukan Daerah di ddam befunginya unit-unit kerja pemerintahen
secara efisien dan efektif.

Huruf aangka 7 (tujuh)
Yang dimaksud dengan kebijakan dan peaksanaan pemberian pdayanan
kepada masyarekat addah arahan, pedoman, ketentuan, sasaran yang
ditetgpkan dan upaya-upaya yang tdah dan akan dilakukan Daerah
ddam peningkatan pemberian peayanan kepada mesyarakat bak dari
segi kuditas maupun kuantites.

Huruf aangka 8 (delgpan)
Yang dimeksud dengan  penydenggaraan  tuges-tugas  umum
pemerintehan lainnya addah semua tugas pemeintahan yang  tidek
menjadi tugas suatu ingans mangpun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lgporan penydenggaraan pemerintahan  ddam
rangka desentrdised addah Igporan penydenggaraan dari  kesduruhan
aau kurang bahkan lebih dari bidang-bidang terssbut pada huruf b, yang

secara nyata dil aksanakan oleh Daerah.

Huruf ¢
Cukupjdas

Huruf d
Yang dimeksud dengan laporan penydenggaraan pemerintahan  daam
rangka tuges pembantuan addah lgporan penydenggaraan sduruh tuges
pembantuan yang secara nyata dilaksanakan oleh Daerah.

Huruf e
Yang dimeksud dengan lgporan penydenggaraan pemerintahan  daam
rangka tugas dekonsentrad addah lgporan penydenggaraan  sduruh
tugas dekonsentras yang secara nyata dilaksanakan oleh Gubernur dan
peangka Dagrah aau unit kerja lan yang ditugaskan medaksanakan
dekonsentres.
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Penydlenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dapat berupa:
1 Pembinean  penydenggaraan  pemerintéhan  Daerah
Kabupatern/K ota;
2 Pengawasan  represf  terhadap  peraturan daerah,
keputusan Kepda Dagrah, keputusan DPRD  dan
Keputusan Pimpinan DPRD KabupatervK ota;
3 Penyed enggaraan tugas-tugas dekonsentras lainnya.

Huruf f
Cukupjelas

Aya (2)
Yang dimaksud dengan 2 (dua) bulan setdah tahun anggaran addah dua bulan
terhitung dari berakhirnya tahun anggaran yang dilaporkan.

Aya (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan force mgeur addah ddam keadaan memaksa
dan  dapat  beakibat  tiddk  tersdenggaaannya  fungs-fungs
pemerintahan.
Huruf b
Cukupjeas
Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a

Yang dimeksud dengan desar hukum addah landesan yuridis yang langsung
menjadi dasar penyeenggaraan bidang-bidang tertentu.

Huruf b.
Yang dimeksud dengan kebijakan umum Pemerintash Dagrah addah  kebijakan
yang dituangken ke ddam Peraturan Daerah seperti Program  Pembangunan
Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah, APBD, Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah.

Huruf ¢
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas

Huruf e
Cukupjelas

Huruf f
Cukupjelas
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Huruf g
Yang dimeksud dengan dampek dai pdaksanaan kebijaken addah  akibat
pogtif dan negatif balk secara kuantitatif maupun kuditatif aas peaksanaan
suatu kebijakan.

Huruf h
Cukup jdas

Huruf i
Yang dimeksud dengan sumber dana addah sumber dana untuk kegiatan rutin
dan pembangunan, bak yang berasd dai APBD, APBN maupun pinjaman dan
bantuan luar negeri atau sumber lain yang sah.

Pasd 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Ayd (1)
Yang dimeksud pegporan secara manud addah penyampaan lgporan ddam
bentuk buku aau sura sata dokumen lan yang dikiim mdaui pos aau
dibawa langsung.

Aya (2)
Ha-hd vyang dilgporken oleh Kepda Dagrah secara langsung  kepada
Pemeintah, juga haus dilgporken mddui Sdem Informes  Peagporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
Aya (1)
Cukupjelas

Aya (2)
Cukupjelas

Aya (3)
Yang dimaeksud dengan pihak ketiga addah Badan Usaha yang ddam hd ini
mempunya keshlian di bidang teknologi informes

Pesd 11
Cukupjelas

Pasd 12
Cukupjeas

Pasd 13
Cukup jelas

Pasd 14
Cukupjeas
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